6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang selanjutnya
disebut RSUD Beriman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman
Balikpapan.

Direktur adalah Direktur RSUD Beriman.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan
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pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal
dari pegawai negeri sipil, Kepala Bagian Umum ditunjuk sebagai kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Direktur selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
RSUD Beriman.

Dalam hal Kepala Bagian Umum ditunjuk selaku kuasa pengguna
anggaran/ kuasa pengguna barang, Kepala Bagian Umum bertanggung
jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD

Beriman.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan bahwa Direktur:

a.

@)

dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi RSUD Beriman terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Umum, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Umum; dan

3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Medik; dan

2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
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d. Bidang Penunjang, membawahkan:
1. Seksi Penunjang Medik; dan
2. Seksi Penunjang Non Medik.
e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
1. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana; dan
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran.
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Satuan Pengawas Internal;
h. Komite; dan
I. Instalasi.
Bagan susunan organisasi RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

RSUD Beriman mempunyai tugas melaksanakan perumusan,

pengendalian dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan

kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD

Beriman mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan
dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan
dan peningkatan kesehatan;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang
pelayanan kesehatan;

d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan paripuma tingkat kedua sesuai kebutuhan

medis;
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penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur
dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi
RSUD Beriman;

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan;

penyelenggaraan pelayanan rujukan;

pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan
dan kebidanan;

pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang
medis;

pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.

Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib mengacu kepada standar pelayanan minimal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas:

a.

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Beriman agar
lebih efisien dan produktif;

mengoordinasikan perumusan penetapan kebijakan teknis RSUD
Beriman serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Wali Kota;

menyusun rencana strategis;

menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;

mengusulkan calon pejabat yang menduduki jabatan dalam
struktur organisasi RSUD Beriman kepada Wali Kota sesuai dengan
ketentuan;

menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD
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d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan barang milik
Daerah RSUD Beriman;

e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

f. pengoordinasian bidang dilingkup RSUD Beriman;

g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan bidang;

h. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;

I. pelaksanaan koordinasi/keijasama dan kemitraan dengan unit
keija/ instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan

J. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

menyelenggarakan pengelolaan kas;

f.  melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada
dibawah penguasaannya,;

aigaarakan sistem informasi manajemen keuangan;

0ggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
enggarakan administrasi kepegawaian;

sanakan  pengelolaan  administrasi  umum,  kearsipan,
araan barang milik Daerah; dan

akan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota
Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

empunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

Pasal 10

erencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala
g bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
’erencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tugas:

anakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis;
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Pasal 15

Seksi PelayananKeperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun program dan kegiatan pelayanan Kkeperawatan dan
kebidanan;

b. menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;

c. menganalisa kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;

d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu
pelayanan keperawatan dan kebidanan;

e. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga keperawatan
dan kebidanan;

f.  menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan dan
kebidanan; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang

Pasal 16
Bidang Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di
bidang penunjang, mengoordinasikan, melaksanakan, membina,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penunjang
medik dan penunjang nonmedik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penunjang menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan penyusunan program Bidang Penunjang;
b. penyelenggaraan pelaksanaan program Bidang Penunjang;
c. pengendalian pelaksanaan tugas seksi penunjang medik dan seksi
penunjang non medik;
d. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program dan
kegiatan Bidang Penunjang; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7
Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.
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Kepala Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidang penunjang medik dan penunjang non medik;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang
penunjang medik dan penunjang non medik sesuai dengan rencana
bisnis dan anggaran;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidang penunjang medik dan penunjang non medik; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota
dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala

Bidang Penunjang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan

teknis operasional dan pelayanan dibidang penunjang medik dan

penunjang nonmedik.

Pasal 17

Seksi Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. menyusun program dan kegiatan seksi penunjang medik;

b. melaksanakan program dan kegiatan seksi penunjang medik;

c. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu
penunjang medik;

d. menyusun kebutuhan penunjang medik dan pengadaan penunjang
medik;

e. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik;

f.  melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang medik;
dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18
Seksi Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.
Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a. menyusun program dan kegiatan seksi penunjang non medik;
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a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidangpengendalian dan pengembangan mutu dan sarana serta
promosi kesehatan dan pemasaran;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidangpengendalian dan pengembangan mutu dan sarana serta
promosi kesehatan dan pemasaran sesuai dengan rencana bisnis dan
anggaran;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidangpengendalian dan pengembangan mutu dan
sarana serta promosi kesehatan dan pemasaran; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota
dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala

Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan

dibidangpengendalian dan pengembangan mutu dan sarana serta promosi

kesehatan dan pemasaran.

Pasal 20

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengendalian dan Pengembangan.

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun program dan Kkegiatan seksi pengendalian dan
pengembangan mutu dan sarana,;

b. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan seksi pengendalian
dan pengembangan mutu dan sarana;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi pengendalian dan
pengembangan mutu dan sarana,

d. melaksanakan analisis dan kajian pengembangan mutu dan sarana,

e. mempersiapkan penyelenggaraan pengembangan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

f.  melaksanakan evaluasi dan pemantauan kegiatan seksi pengendalian
dan pengembangan mutu dan sarana; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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3)

(4)
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(6)

RSUD Beriman wajib menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik

(good governance), tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate

governance), dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance),

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tuntutan perkembangan
dan harapan masyarakat.

Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi,

pengusulan program dan kegiatan RSUD Beriman wajib memperhatikan

fungsi setiap perangkat Daerah serta melakukan koordinasi dengan
perangkat Daerah yang memiliki kesamaan nomenklatur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian,

Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional harus menerapkan prinsip:

a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing; dan

b. pola mekanisme hubungan keija dan koordinasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Direktur bertanggung jawab untuk:

a. melaksanakan peta proses bisnis;

b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar
pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan
survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;

c. meningkatkan akuntabilitas kineija instansi pemerintah; dan

d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Setiap pejabat struktural secara beijenjang berkewajiban melakukan

pembinaan, pendayagunaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada

organisasi yang dipimpinnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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